
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.152, 2020  KEUANGAN. Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Badan. 

PT. Terbuka. Penurunan Tarif. Pencabutan. 
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6530) 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2020  

TENTANG 

PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN 

DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Penurunan Tarif Pajak 

Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang 

Berbentuk Perseroan Terbuka; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
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Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENURUNAN TARIF 

PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM 

NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-

undangan perpajakan. 

3. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau 

perseroan yang melakukan penawaran umum saham, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 

4. Wajib Pajak Perseroan Terbuka adalah Wajib Pajak 

badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan 

Terbuka. 

5. Pihak adalah orang pribadi atau badan. 

6. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 
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kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

7. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah 

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu 

Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.  

 

Pasal 2 

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan 

kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap adalah sebesar: 

a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun 

Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan 

b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada 

Tahun Pajak 2022. 

 

Pasal 3 

(1) Wajib Pajak dalam negeri: 

a. berbentuk Perseroan Terbuka; 

b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor 

diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia 

paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan 

c. memenuhi persyaratan tertentu, 

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih 

rendah dari tarif sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 2. 

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi:  

a. saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga 

ratus) Pihak;  

b. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a hanya boleh memiliki saham 

kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan 

saham yang ditempatkan dan disetor penuh;  
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c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus 

dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka 

waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan 

d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak 

Perseroan Terbuka dengan menyampaikan 

laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.  

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan huruf b tidak termasuk: 

a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli 

kembali sahamnya; dan/atau 

b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 

dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka. 

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka 

meliputi pemegang saham pengendali dan/atau 

pemegang saham utama sebagaimana diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan di bidang pasar 

modal. 

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pajak 

Penghasilan terutang dihitung dengan menggunakan 

tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2. 

 

Pasal 4 

Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dikecualikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 
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